BUPATI GRESIK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Undang-

1.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada sub urusan
permusiuman, daerah kabupaten/kota memiliki
kewenangan dalam Pengelolaan museum kabupaten/

kota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gresik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah dalam  Lingkungan
Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II



Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3038);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
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10.

11.

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2016 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9
Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2016 Sampai Dengan 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016
Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016
Sampai Dengan 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2017 Nomor 10);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSIDAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor
62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016
Nomor 746), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 21
(1) Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

huruf a, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana Kkegiatan Seksi Pelestarian
Budaya dan Nilai Tradisi;

b. melakukan penyusunan bahan pembinaan dan
fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan
teknis pelestarian budaya dan nilai tradisi;

c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya dan nilai
tradisi;

d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan
pelestarian budaya dan nilai tradisi;

e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis
pelestarian budaya dan nilai tradisi;

f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan
dan kebijakan teknis pelestarian budaya dan nilai
tradisi;

g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis
pelestarian budaya dan nilai tradisi; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai bidang

tugasnya.



(2)

Kepala Seksi Kesenian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesenian;

b. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi
pelaksanan kegiatan dan kebijakan teknis di
bidang kesenian;

c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan kegiatan di bidang kesenian;

d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan
kesenian;

e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di
bidang kesenian;

f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan
dan kebijakan teknis di bidang kesenian;

g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di
bidang kesenian; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai bidang
tugasnya.

Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf ¢, mempunyai

tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sejarah dan
Kepurbakalaan;

b. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di
bidang sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman;

c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan  kegiatan di  bidang  sejarah,
kepurbakalaan dan permuseuman;

d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di
bidang sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman;

e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di
bidang sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman;

f.melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan
pemanfaatan museum, penambahan, perawatan

dan penyelamatan koleksi museum;



g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan
dan kebijakan teknis di bidang sejarah,
kepurbakalaan dan permuseuman;

h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di
bidang sejarah, kepurbakalaan dan
permuseuman; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai bidang

tugasnya.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 55



